
BT'PATI KONAWE SEI ATAN

PROVIIISI SULAWESI TENGGARA

PERATURT,!5 BT'PATI I(OITAWT SELATAI{

IYOMOR: 29 TAHUI{2O23

TEITTANG

PERSALIITAN DI FASILITAS PELI\YAtrIAN KESTIIA'IAIT
KABUPATEIT KONAWE SELATAN

DEITGAIT RATIUAT TT'IIAIT YAI{G MAHA ESA

BT'PATI KONAWE SELATAN

Menimbang a. bahwa dalam rangka menurunkan angka
kematian ibu dan bayi maka sudah menjadi
kewajibal pemerintah untuk m eningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan ktrususnya
kegawat daruratan pada ketramilan,
persalinan, nifas dan bayi baru lahir;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan kepada ibu hamil, bersalin, nifas
dan bayi maka diperlukan pelayanan

kesehatan yang optimal dan berkualitas yang

diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan

Kesehatan;

c. batrwa untuk terwujudnya upaya nyata
penyelarnatan ibu dan bayt baru lahir
sebagaimana dimaksud pada truruf a, huruf b
perlu menetapkan Peratrlran Bupati tentang
Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Konawe Selatan;

SALINAN
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan trmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4267i;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tanbahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OOg tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kefa;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesa Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah

diubahbeberapa kaliterakhirdengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tertang Perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang

Pembentukan peraturan Perundang-Undangan

{LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2O22

Nomor 143);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Keq'a

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20 14 tentang Tenaga

Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5607);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2Ol9 tentang

Kebidanan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia, Nomor 6325i;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan

Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);
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MEMUTUSKAN

Menetapkan PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN

KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe

Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan'

1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tatrun 2O18

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 12 13);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019

Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentalrrg Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nornor l78l);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun

2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa

Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan

Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan

Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan

Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O21 Nomor 853);
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4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kahupaten Konawe Selatan.

5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang

digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik

promotif, prefentiv, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh

pemerintah,pemerintah daerah atau masyarakat.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD

adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis

Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah

pada urnumnya.

7. BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah
menerapkan BLUD.

8. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana

kedolrteran .

9. Dokter Spesialis Obsetri dan Gynecolory yang selanjutnya disebut

Dokter Spesialis Obg;zyn adalah Dokter umum yang telah lulus

mengikuti pendidikan keahlian di bidang ilmu Kesehatan Ibu dan

Reproduksi.

10. Bidan adalah seorzrng perempuan yang lulus dari pendidikan bidan

yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ll. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas

adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang

bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di

suatu wilayah kerja.

12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah

Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan

langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS

adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.



14.

15.

16.

t7.

18.

19.

20.

2t.

22.

-6-

Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara ibu hamil

menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas

kesehatan yang memadai.

Fasilitas kesehatan yang memadai adalah fasilitas yang memiliki

Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat dan

bahan, Sistem dan peraturan serta anggaran.

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi polindes, Poskesdes,

Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama,

klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan Anak, Rumah Sakit

Pemerintah maupun swasta.

Polindes, yang selanjutnya disebut pondok bersalin desa, adalah salah

satu bentuk partisipasi atau per€rn serta masyarakat daiam

menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan

ibu dan anak, termasuk KB yang mana tempat dan lokasinya berada

di desa.

Poskesdes adalah singkatan dari pos kesehatan desa. dimana lembaga

ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang

berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes

siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa

sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sal<it.

Bidan Praktek Swasta (BPS) adalah Bidan yarrg memiliki Surat

Ijin Praktek Bidan (SIPB) sesuai dengan persyaratan yang berlaku,

dicatat (register) diberi izin secara sah dan legal untuk menjalankan

praktek kebidanan mandiri.

Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan

medik dasar. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan

Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik

spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik. Sifat

pelayanan kesehatan yang diselenggarakan bisa berupa rawat jalan,

one day care, rawat inap dan/atau home care.

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensy Dasar yang selanjutnya

disebut PONED adalah pelayanan kesehatan dasar terhadap Ibu dan

Bayi dalam keadaan gawat darurat.
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23. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensy Komprehensif yang

selanjutnya disebut PONEK adalah pelayanan kesehatan secara

komprehensif terhadap Ibu dan Bayi dalam keadaan darurat di

Rumah Sakit yang meliputi melakukan transfusi darah, bedah caesar

untuk lbu dan perawatan bayi secara intensif.

24. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk

dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar

profesi dan standar operasional prosedur.

25. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara lisik, mental, spritual

maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup

produktif secara sosial dan ekonomis.

26. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi

oleh spermatozoa.

27. Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil adalah setiap kegiatan

dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada perempuan sejak

saat remqia hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan

perempuan menjadi hamil sehat.

28. Pelayanan Kesehatan Masa Ham adalah setiap kegiatan dan/atau

serulngkaian kegiatan yang dilakukan sejak teq'adinya masa konsepsi

hingga melahirkan.

29. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut

Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan

yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam)

jam sesudah melahirkan.

30. Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah Melahirkan adalah setiap

kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan ditujukan

pada ibu selama masa nifas dan pelayanan yang mendukung bayi

yang dilahirkarlnya sampai berusia 2 (dua) tahun.

31. Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan

secara langsung kerena proses kehamilan, persalinan sampai masa

nifas berakhir, secara tidak langsung disebabkan oleh penyakit

kecuali kecelakaan.
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32. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adatah bayi yang

berumur antara 0-28 hari.

33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyara_kat yang terdiri dari
suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya,

dan ibu dan anaknya.

34. Bayi adalah bayi baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Persalinan di fasilitas kesehatan sebagai upaya percepatan
penurunan angka kematian ibu, bayr dan anak balita
mempunyai tujuan:
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayarrarr kesehatan

ibu dan anak serta rnelindungi pasien dari malpraktek
melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik;

c. Menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI

Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam)

bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan
perkembangannya;

d. Memperrnudal. masyarakat untuk mengakses pelayanan

kesehatal di tingkat desa, kecamatan, kabupaten melalui
tenaga kesehatan yang ada di setiap jenjang pelayanan

kesehatan, menurunkan kesakitan dan kornplikasi
persalinan, memberikan pelayanan yang cepat dan tepa.t bila
terjadi komplikasi, dan memberikan kenyam€tnan keamanan

dan keselamatan pada ibu hamil, bersalin dan nifas.
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BAB III

PEI,AYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL, MASA

HAMIL, PERSALINAN, DAN MASA SESUDAH MELAHIRKAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil

Pasal 3

i1) Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil dilakukan
untuk mempersiapkan perempuan dalarn rnenjalani
kehamilan dan persalinan yang sehat dan selamat serta
memperoleh bayi yang sehat.

[2i Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

a. remaja;

b. calon pengantin; dan/ atau
c. pasangan usia subur.

(3) Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemeriksaan fisik;
b. pemeriksaal penunjang;

c. pemberian irn unisasi;
d. suplementasi gizi;

e. konsultasi kesehatan; dan
f. pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 4

[1) Pemeriksaan lisik sebagaimarra dimaksud dalam Pasal

3 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
a. pemeriksaan tanda vital; dan

b. pemeriksaan status gizi.
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(2J Pemeriksaan status gizi sebagaimana dimaksrrd pada
ayat (1) hurufb harus dilakukan terutama untuk:
a. menanggulangi masalah Kurang Energi Kronis (KEK);

dan
b. pemeriksaan status anemia.

Pasal 5

Pemeriksaan penunjang sebagairnana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan kesehatan yang
dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas:
a. pemeriksaan darah rutin;
b. pemeriksaan darah yang dianjurkan;
c. pemeriksaan penyakit menular seksual;
d. pemeriksaan urin rutin; dan
e. pemeriksaan penunjang lainnya.

Pasal 6

[1) Pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (3)huruf c dilakukan dalam upaya pencegahan dan
perlindungan terhadap penyakit Tetanu s.

(2) Pemberian imunisasi Tetanus Toxoid (TT) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk rnencapai status
T5 hasil pemberian irnunisasi dasar dan lanjutan.

(3) Status TT5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan
agarwanita usia subur memiliki kekebalan penuh.

(41 Dalarn hal statu s imunisasi belum rnencapai status T5

saat pemberian imunisasi dasar dan lanjutan sebagairnana

dimaksud pada ayat (2), pemberian imunisasi tetanus
toxoid dapat dilakukal saat yang bersangkutan menjadi

calon pengantin.
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(5J Ketentuan mengenai Pemberian irnunisasi tetanus toxoid
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan-

Pasal 7

[1) Pemberian suplementasi gizi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d bertujuan untuk
pencegahan anemia gizi.

(2J Pemberian suplementasi gizi untuk pencegahan anemia
gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanal<an
dalam bentuk pemberian edukasi gizi seimbang dan tablet
tarnbah darah.

Pasal 8

[1) Konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat huruf e berupa pemberian komunikasi,
informasi, dan edukasi.

(2J Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh tenaga
keselratan dan tenaga non kesehatan.

(3) Komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan mela-lui

ceramah tanya jawab, kelompok diskusi terarah, dan

diskusi interaktif denganmenggunakan sararra dan rnedia

komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 9

[1] Materi pemberian komunikasi informasi dan edukasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan
sesuai tahap perkembangan mental dan kebutuhan.Materi
pernberian komunikasi, informasi dan edukasi untuk
remqja meliputi :
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a. perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b. tumbuh kembang Anak Usia Sekolah dan Remaja;

c. kesehatan reproduksi;
d. imunisasi;
e. kesehatan jiwa dan NAPZA;

r'gj;
g. penyakit menular termasuk HIV dan AIDS;

h. pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS);dan

i. kesehatan intelegensia.
(2) Materi pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi

untuk calon pengantin dan pasangan usia subur
(prakonsepsi) meliputi :

a. informasi pranikah meliputi:
1. kesehatan reproduksi dan pendeka.tan siklus hidup;
2. hak reproduksi;
3. persiapan yang perlu dilakukan dalam persiaparl

pranikah;dan
4. informasi lain yang diperlukan;

b. informasi tentang keadilan dan kesetaraan gender

dalam pernikahan termasuk peran laki-laki dalam
kesehatan.

(3J Persiapan pranikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a angka 3 antara lain persiapan fisik, persiapa.n gizi,

status imunisasi Tetanus Toxoid, dan menjaga kesehatan

organ reproduksi.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil

Pasal 10

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil bertujuan untuk
rnemenuhi hak setiap ibu hamil rnernperoleh pelayanan
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kesehatan yang berkualitas sehingga marnpu rnenjalani
kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan
melahirkan bayi yang sehat dan berkualitas.

(2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi
hingga sebelum mulainya proses persalinan

(3) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib dilakukan melalui pelayanan antenatal
tertrradu.

(4) Pelayanan antenatal terpadu sebagaimana dirnaksud pada

ayat (3) merupakan pelayanan kesehatan komprehensif dan

berkualitasyang dilakukan melalui:
a. pemberian pelayanan dan konseling kesehatan

termasuk stimulasi dan gizi agar kehamilan
berlangsung sehat dan janinnya lahir sehat dan cerdas;

b. deteksi dini masalah, penyakit dan pen5rulit/komplikasi
kehamilan;

c. penyiapan persalinan yang bersih dan aman;
d. perencanaan antisipasi dan persiapan dini untuk

melakukan rujukan jika terjadi penlrrlit/ komplikasi;
e. penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan tepat

waktu bila diperlukan; dan

f. melibatkan ibu hamil, suami, dan keluarganya dalam

menjaga kesehatan dan g1zi ibu hamil, menyiapkan
persalinan dan kesiagaan bila terjadi

PenYulit,/ komPlikasi.

Pasal 11

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan sekurang-

kurangnya 4 (empat) kali selama masa kehamilan yang

dilakukan:
a. 1 (Satu) kali pada trimester pertama;
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b. 1 (Satu) kali pada trimester kedr.ra; dan
c. 2 (Dua) kali pada trimester ketiga

(2) Pelayanan Kesehatan Masa Hamil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oletr tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi dan kewenangan.

(3) Pelayanan Kesehatan Masa Hannil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan sesuai standar dan dicatat
dalam bukuKlA.

[4) Ketentuan mengenai buku KIA dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persalinan

Pasal 12

{1) Persalinan harus dilakukan di fasilitas pelayanan
kesehatan.

(2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar
meliputi :

a. mernbuat keputusan klinik;
b. asuhan saya:rg ibu dan sayang bayi;

c. pencegahan infeksi;
d. pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan; dan

e. rrrjukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
(3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilakukan sesuai dengan standar Asuharr Persalinan

Normal (APN).
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Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah

Melahirkan

Pasal 13

(1) Pelayanan Kesehatan Masa Sesudatr Melahirkan meliputi :

a. pelayanan kesehatan bagi ibu; dan
b. pelayanan kesehatan bayi baru lahir.

(2) Pelayanan kesehatan bagr ibu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a paling sedikit 3 (tiga) kali selama
masa nifas.

[3) Pelayanan kesehatan bagi ibu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan waktu
pemeriksaan meliputi :

a. 1 (Satu) lali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan
3 (tiga) hari pasca persalinan;

b. 1 (Satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan
28 (duapuluh delapan) hari pasca persalinan; dan

c. 1 (Satu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) hari
sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pasca

persalinan.

[4) Kegiatan Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
b. pemeriksaan tinggi fundus uteri;
c. pemeriksaan lokhia dan perdarahan;

d. pemeriksaan jalan lahir;
e. pemeriksaan palrudara dan anjuran pemberian ASI

Eksklusif;
f. pernberian kapsul vitamin A;

g. pelayanan kontrasepsi pascapersalinan;

h. pernberian tablet tarnbal. darah;
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i5) Konseling; dan penzrnganan risiko tinggi dan komplikasi
pada nifas. Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir
SC dimaksud pada ayat (1) huruf b

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-
undangan.

Pasal 14

{1) Pelayaran kontra-sepsi pasca persalirran sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf g bertujuan
untuk menjaga jarakkehamilan berikutnya atau
membatasi jumlah anak yang dilal<sanakan dalam masa
nifas

[2] Pelayanan kontrasepsi sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) dilaksanakan melalui pemilihan metode
kontrasepsi sesuai pilihan pasangan suami istri, sesuai
indikasi, dan tidak mempengaruhi produksi Air Susu Ibu.

BAB TV

SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagran Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan
Pelayanan Kesehatan masa sebelurn harnil, masa hamil,
persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggaraan

pelayanarr kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual
sesuai dengan standar.

Pasa-l 16

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib
mampu melakukan upaya promotif, preventif, stabilisasi
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kasus dan merujrrk kasus y€rng memertukan rujrekan.
(2) Merujuk kasus yang memerlukan rujukan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus dalam kondisi stabil dan
tepat waktu.

(3) Rujukan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Merujuk kasus yang mernerlukan rujukan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
Puskesmas PONED dan/atau langsung ke fasilitas
pelayanan tingkat lanjutan.

Bagian Kedua

Sumber Daya

Pasa-l 17

(11 Sumber daya manusia dalam pelayanan Kesehatan masa
sebelum harnil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah
melahirkan, dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi,
meliputi terraga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

(2) Sumber daya manusia ddam pelayanan kesehatan seksual

harustenaga kesetratan.

[3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat merrrpakan tenaga yang mempunyai kompetensi

dan kewenangan sesllai ketentuan peraturan perundang-

undangan.
(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi dan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan lain yang

terlatih dapat menerima penugasan.

(5) Penugasan setragairnana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh kepala dinas kesehatan setempat setelah

memperoleh pertimbangan dari organisasi profesi terkait.
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Pasal 18

[1) Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan

masa sebelum harnil, masa harnil, persalinan, dan masa

sesudah melahirkan, dan penyelenggaraan pelayanan

kontrasepsi, merupakan tenaga yang terlatih.
(2) Pelayanan kesehatan masa sebelum harnil, masa hamil,

persalinan, dan rnasa sesudah melahirkan, dan
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, yang diberikan
oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya berupa pelayanan promotif dan preventif.

Pasa-l 19

[1) Selain memberikan Pelayanan Kesehatan masa sebelurn

hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudatr

melahirkan, penyelengsara€rn pelayanan kontrasepsi, dan
pelayanan kesehatan seksual, tenaga kesetratan trarus
melakukan penanganan komplikasi meliputi komplikasi:
a. obstetri;
b. penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
c. masalah gizi.

[2J Penanganan komplikasi sebagairnana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai standar.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2O

(1) Dinas Kesehatan rnelakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan prograln pelayanan kesehatan

rnasa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa

sesudah melahirkan, penyelenggara€rn pelayanan
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kontrasepsi, dan pelayanan kesehatan seksual.
(2) Pembinaan dan Pengawas€a yang dimaksud pada ayat (1)

berupa standarisasi, bimbingan teknis, serta monitoring
dan evaluasi.

(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun.

Pasa] 21

[1) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan
pernbinaan dan pengawasan tertradap penyelerrggaraarl
pelayanan Kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil,
persalinan, dan masa sesudah melahirkan,
penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi, danpelayanan
kesehatan seksual diwilayahnya dengan melakukan
pelatihan tenaga kesehatan dan penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan.

{2) Pembinaan dan Pengawasan sebagairnana dima}sud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali setahun.
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

PaseJ 22

Peraturan Bupati ini mulai bedaku pada tanggal dftrndangkan.
Agar s'etiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan perrernpatannya
dalarn Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023
NOMOR 28

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

            Ttd.

ST.CHADIDJAH

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 10 Januari 2023

BUPATI KONAWE SELATAN

            Ttd.

SURUNUDDIN DANGGA

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 10 Januari 2023




